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Abstract

In the world of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMESs), the NIB
(Business Identification Number) has a very important role, namely it is an official
identity that provides legal recognition for MSME businesses which provides
access to various conveniences in doing business. This is intended to provide
official value for an identity. issued by the Online Single Submission (OSS)
Institute. NIB (Business Identification Number) is the identity number of business
actors regulated in the standard classification of Indonesian Business Fields
(KBLI). The NIB registration method can be done with OSS by preparing the
existing requirements. Through NIB registration, business owners can also obtain
other registration documents needed for business licensing such as NPWP, letter
of approval for plans for the use of labor and for SIUP. By having an NIB, the
legality of business actors will be more legally guaranteed when running their
business.
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Abstrak

Di dalam dunia usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) NIB(Nomor
Induk Berusaha memiliki peranan yang sangat penting yaitu merupakan Identitas
resmi yang memberikan pengakuan sah terhadap usaha UMKM yang memberikan
akses ke berbagai kemudahan dalam berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan nilai resmi suatu identitas yang diterbitkan oleh Lembaga Online
Single Submission (OSS).NIB (Nomor Induk Berusaha)merupakan nomor
identitas pelaku usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan Usaha
Indonesia (KBLI). Metode pendaftaran NIB bisa dilakukan dengan OSS dengan
mempersiapkan persyaratan yang ada. Melalui pendaftaran NIB pemilik usaha
juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya yang dibutuhkan untuk
perizinan usaha seperti NPWP, Surat pengesahan rencana Penggunaan Tenaga
kerja serta untuk SIUP. Dengan memilik NIB maka legalitas usaha pelaku usaha
akan lebih terjamin secara hukum saat menjalankan usahanya.

Kata Kunci: NIB, UMKM, KBLI, OSS, NPWP, SIUP.

A. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya pelaku UMKM di Desa Kalidawir, Kabupaten
Tulungagung, maka perlu adanya pengenalan tentang NIB. Hal ini dimaksudkan untuk
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memberikan nilai resmi suatu identitas yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single
Submission (OSS). NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan nomor identitas pelaku usaha
yang diatur dalam Klasifikasi baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang mana dibedakan
menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output baik dalam wujud produk barang
maupun jasa.

Dengan adanya NIB, dapat membantu pelaku usaha untuk mengajukan berbagai izin,
termasuk izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidangnya masing-
masing dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya memiliki NIB pelaku usaha
diharapkan dapat merintis usahanya dengan mudah karena memiliki legalitas untuk
mengakses hal-hal yang terkait dibidang administratif yang akan memberi kemudahan bagi
program pemerintah dalam mendata UMKM untuk memberikan bantuan sesuai dengan
kebutuhan dan tepat sasaran, serta titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk
sertifikasi Halal, juga menggunakan NIB, maka keberadaan NIB ini sangat penting dan
diperlukan sekali bagi pelaku usaha UMKM.

Selain itu adanya NIB bagi pelaku usaha dapat memudahkan untuk mendapatkan
bantuan permodalan dari pihak bank. Dengan mempunyai NIB bagi pelaku usaha akan
mendapatkan banyak kemudahan, diantaranya dapat berfungsi sebagai Tanda daftar
Perusahaan, ldentitas usaha, dipergunakan untuk mengurus ekspor dan impor apabila pelaku
usaha sudah memiliki kegiatan tersebut. hak akses kepabeanan, Pendaftaran peserta pelaku
usaha, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan pasal 1 angka 12 PP No.5 tahun 2021, tentang penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko (PP5/2021) NIB berfungsi sebagai tanda registrasi dan pendaftaran
bagi pelaku usaha, yang dimungkinkan mereka akan menjalankan kegiatan usaha dan
berperan sebagai identitas dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Maka dengan adanya
ketentuan tersebut masalah yang dihadapi bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB
(Nomor Induk Berusaha) Di Desa Kalidawir Tulungagung segera di daftarkan melalui adanya
Sosialisasi Pendaftaran Dan Pembuatan NIB OSS mengingat betapa pentingnya NIB bagi
Pelaku Usaha.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Adapun Lokasi Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Kalidawir yang
beralamatkan JI, Mawar Kalidawir, Nganggrek, Kalidawir, Kec.Kalidawir, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66281. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu memberikan
Sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Kalidawir khususnya para pelaku usaha dengan
memberikan informasi terkait dengan pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku
usaha, dan mendaftarkan secara langsung Pembuatan NIB OSS oleh para pelaku usaha di
Desa Kalidawir Tulungagung.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun langkah-langkah dalam mendaftarkan NIB adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Dokumen yang akan dibuat untuk mendaftar pada sistem OSS

2. Mengakses portal website

3. Registrasi Akun (Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Tempat
Tgl/Lahir, No telepon, Alamat sesuai KTP, NPWP, Email, BPJS Ketenagakerjaan,
BPJS Kesehatan)

Login Ke Portal OSS

Pengisian Data Usaha

Proses Verifikasi

Penerbitan NIB

No gk

Setelah mendaftarkan NIB, maka akan memberikan legalitas yang kuat dan terjamin
serta akses ke berbagai operasional yang mungkin dibutuhkan saat akan memperluas usaha
dan untuk NIB usaha mikro kecil tidak di wajibkan NPWP dan tidak di wajibkan pajak.
Dengan adanya data UMKM vyang telah tercatat secara administratif, maka pemerintah
dengan mudah memberikan program-program yang usahanya , jadi NIB tidak dibatasi oleh
jangka waktu tertentu dan tidak perlu dilakukan perpanjangan lagi. Dan UMKM dengan tepat
sasaran sesuai kebutuhan itulah perlunya mengapa pelaku UMKM harus mempunyai dan
mengurus NIB, karena dengan adanya NIB dapat langsung memperoleh akses-akses untuk
membuat izin —izin lainya seperti operasional dan izin komersial. Namun juga ada
kekurangannya yaitu Tidak menghilangkan perizinan secara total, NIB tidak menghilangkan
seluruh perijinan yang diperlukan oleh pelaku usaha, namun hanya menggabungkan beberapa
jenis perizinan tertentu sehingga masih diperlukan izin-izin yang lain yang memang harus
diperoleh secara terpisah. Masa berlaku NIB berdasarkan pasal 92 ayat (1) Peraturan BKPM
NO0.4/2021, NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan. Manfaat adanya NIB
diantaranya :

e Mempermudah akses kredit usaha rakyat (KUR)

o Memperoleh Pelatihan

e Usaha Mendapatkan Legalitas

e Tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah
e Kemudahan memasuki komunitas resmi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegitatan yang dilakukan di Desa Kalidawir yang
beralamatkan JI, Mawar Kalidawir, Nganggrek, Kalidawir, Kec.Kalidawir, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66281adalah sebagai berikut : 1) NIB dapat dipergunakan sebagai
langkah Dberikutnya untuk mengurus sertifikasi halal. 2) Lebih mudah untuk
mengembangkanya karena pelaku usaha sudah terdaftar dalam daftar register database
pemerintah sehingga memudahkan untuk mendapatkan pengadaan barang. 3) Pelaku usaha
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yang sudah mendapatkan NIB akan lebih mudah mendapatkan kredit dari pemerintah, karena
usahanya sudah terdaftar dan tervalidasi.itulah pentingnya pelaku usaha mendaftarkan NIB.
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